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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pembangunan subsektor kehutanan lima tahun mendatang diarahkan untuk memberikan manfaat bagi

sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, serta

untuk menjamin kelangsungan penyediaan dan perluasan keanekaragaman basil hutan bagi pembangunan

industri. 

<br><br>

Keinginan pemerintah di atas masih belum terpenuhi, karena dalam kurun 20 tahun pelaksanaan

pengusahaan hutan melalui HPH, pembangunan subsektor ini masih ditekankan pada peningkatan produksi.

Misi forest for people yang diobsesikan oleh para rimbawan masih sulit diwujudkan karena masyarakat

lokal seringkali hanya dijadikan obyek. Kelembagaan yang berkembang dalam pengelolaan hutan bersifat

"paternalistik" dan "sentralistik" diduga oleh banyak pihak sebagai penyebab lemahnya peran lembaga-

lembaga lokal karena tidak memberi tempat bagi berkembangnya kelembagaan lokal. Penulis tertarik dan

berusaha mempelajari pengembangan kelembagaan yang terjadi, serta kemudian mencoba mengetengahkan

model pengembangan kelembagaan lokal yang efektif. 

<br><br>

Melalui studi ini penulis ingin melanjutkan tradisi studi pengembangan kelembagaan yang sempat

tenggelam, serta mencari alternatif model dan metode pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan

permasalahan. Penulis percaya dengan apa yang dikatakan Uphoff dan Esman bahwa diperlukan adanya

organisasi lokal untuk bisa mempercepat proses pembangunan di pedesaan. Adanya organisasi yang

menjangkau sampai ke tingkat lokal, yang bertanggung jawab pada masyarakat lokal, dan yang melibatkan

fungsi-fungsi pembangunan pedesaan, dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan pedesaan lebih sukses.

Dengan kata lain, jika pembangunan subsektor kehutanan diintegrasikan dengan pembangunan pedesaan,

maka tujuan pembangunan subsektor kehutanan akan semakin efektif dicapai dengan mengembangkan

kelembagaan lokal. Apakah pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan sudah seperti itu? Ini

merupakan pilihan, dan akan dipelajari efektivitasnya dalam dimensi-dimensi karakteristik hutan dan

penggunanya, batasan-batasan hutan dan penggunanya, serta bagaimana distribusi biaya dan manfaatnya. 

<br><br>

Upaya untuk mengembangkan kelembagaan lokal, penulis mengetengahkan pembangunan Hutan Tanaman

Industri Rakyat (HTI-Rakyat) tanaman Sungkai. Untuk pembahasan mengenai alternatif local institutional

development, penulis menggunakan pendekatan Pembinaan Kapasitas Pembangunan Desa (The Rural

Development Capacity-Building Approach) yang dikembangkan oleh Development Alternatives Inc. (DAI).

Honadle mengidentifikasikan 7 (tujuh) elemen yang hares diperhatikan dalam upaya pengembangan

kelembagaan lokal, yaitu: pembagian risiko diantara para klien dan penyedia jasa; keterlibatan para aktor

pada berbagai level kegiatan; keberhasilan atau kemanfaatan yang ditunjukkan oleh teknologi atau perilaku
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yang baru atas yang lama; gaya operasi yang kolaboratif serta tindakan bersama; penekanan pada belajar;

perangsang yang sesuai; dan menggunakan basis sumberdaya yang ada. 

<br><br>

Hasil studi menunjukkan bahwa kelembagaan yang berkembang dalam pengelolaan hutan memberi peran

yang terlalu banyak kepada perusahaan HPH, termasuk diantaranya pecan-peran non-ekonomis yang

berkaitan dengan kelestarian hutan. Sebagai swasta, perusahaan HPH terbukti cukup efektif mengusahakan

hutan, mengeksploitasi hutan dan mengubahnya menjadi uang dan devisa pembangunan. Namun aktivitas-

aktivitas non-ekonomis yang diperankan pengusaha HPH cenderung tidak berhasil. Gangguan terhadap

kelestarian hutan tidak terjamin, kuantitas dan kualitas hutan terus-menerus merosot, dan distribusi manfaat

dari pengusahaan tidak sesuai dan seimbang dengan biaya yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan kebanyakan berkurang tingkat kesejahteraannya, karena

peningkatan penghasilan hanya terjadi secara absolut. Sedangkan biaya hidup secara keseluruhan di sekitar

lokasi pengusahaan hutan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan penghasilan mereka. Ini

terutama karena semakin sulitnya warga masyarakat mengakses ke hutan, dan ikut memanfaatkan hasil

hutan, meskipun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (sayur-sayuran, buah, getah karat

liar, dsb.). 

<br><br>

Sejak diundangkannya UU No.5/1967 dan kemudian dienforcement dengan UU No.511979, semakin

membuat masyarakat lokal tidak memiliki posisi tawar untuk ikut menentukan bentuk dan mekanisme

pengelolaan hutan. Lembaga-lembaga lokal yang dulu cukup menentukan dalam menjaga kelestarian fungsi

hutan sudah tidak efektif lagi, dan partisipasi masyarakat semakin pasif. Kondisi ini yang kemudian

mendorong penulis untuk mengetengahkan set-up kelembagaan yang lebih memberi kemungkinan bagi

lembaga-lembaga lokal untuk berkembang dan (paling tidak) menjadi penentu bagi masa depan

kehidupannya sendiri. 

<br><br>

Melalui ide HTI-Rakyat, penulis bekerjasama dengan Kantor Kehutanan Rengat dan Tembilahan, berusaha

memassalkan penanaman kayu Sungkai (peronema canescens jacks) yang selama ini lebih banyak tumbuh

sebagai tanaman liar dan tidak memiliki nilai ekonomis. Ide semacam ini pernah dicoba, yaitu dengan

pemassalan penanaman kayu Akasia (acacia mangium), Sengon (aibirium falcata), dll., namun kurang

berhasil karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek teknis (kecocokan, dsb.). Ide inilah yang penulis

ajukan sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas pembangunan subsektor kehutanan. 

<br><br>

Pemassalan jenis Kayu Sungkai ini memiliki prospek yang cerah di masa mendatang untuk dipilih menjadi

tanaman hutan rakyat, karena disamping memiliki fungsi konservasi, tanaman ini juga memiliki keuntungan

marginal. Secara teknis, pemilihan jenis kayu Sungkai sebagai tanaman pokok pada hutan tanaman rakyat di

lokasi penelitian mengingat beberapa karakteristik yang ada, seperti : kesesuaian dengan tempat tumbuh;

jenis yang khas dengan keunggulan tertentu; riap volume yang cukup tinggi;. daur yang relatif rendah; serta

jenis dan kualitas kayu sesuai dengan industri IPKH yang ada. 

<br><br>

Secara ekonomis, hasil penghitungan tahun 1992 terhadap percobaan budidaya Kayu Sungkai ini

menunjukkan adanya keuntungan yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, dengan biaya per hektar sebesar Rp

2.826.000,- dapat diperoleh hasil kayu senilai hampir Rp 16 juta dalam kurun waktu 15 tahun. Ini masih



ditambah lagi dengan berbagai hasil tambahan, seperti di antaranya hasil kayu dari penjarangan pada tahun

ke 8 serta hasil tumpang sari, dsb. Jelas, bahwa usaha penanaman kayu Sungkai sebagai hutan tanaman akan

menguntungkan. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti: nilai akhir tanaman tidak dipengaruhi oleh adanya

inflasi; produk ini tidak dapat disubtitusi; pertambahan nilai jual pasti; memiliki hasil antara, yaitu hasil dari

kegiatan penjarangan; dan dapat dilakukan pula sistem tumpang sari yang akan memberikan hasil tambahan.

 

<br><br>

Dari segi kelembagaannya, dapat dikembangkan lebih jauh dengan cara di antaranya dengan menyerahkan

pengelolaannya kepada kelompok-kelompok lokal yang terkait, seperti misalnya melalui semacam

Kelompok Tani Hutan (KTH), dsb. Dalam penelitian, kegiatan belum sampai pada tahapan ini karena

memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun demikan, mendasarkan pada pertimbangan yang

diajukan oleh Honadle, usaha ini layak diterima, mengingat perimbangan antara cost dan benefit tidak lagi

memberatkan masyarakat lokal. Disamping itu, dengan melibatkan langsung masyarakat lokal, maka

estimasi terhadap kebutuhan kelangsungan ekologis cukup bisa dipertanggungjawabkan.


